PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 73
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINS] KEPADA PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN/KOTA/PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa  ketentuan dalam  Peraturan Gubernur
Kalimantan Barat Nomor 73 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lainnya, belum
mengatur tata cara penyaluran Bantuan Keuangan
pada kondisi mendesak dan/atau darurat;

bahwa untuk mempercepat penyaluran Bantuan
Keunangan dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan antar daerah serta
untuk mempercepat pencapaian target pembangunan
daerah di Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya,
perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap
Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kabupaten / Kota / Pemerintah Daerah
Lainnya;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Qtonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1106);
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Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun _'_:20'(33"_' te.ntang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia - . -
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara* S

Republik Indonesia Nomor 4280);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang:.-'_}
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk: S T
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran T

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang =
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat da,n:"j B
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik = &
Indonesia Tahun 2004 Nomor “726; Tambahan:}--_f Ty

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun - 2014 tentang“_". o
Pemerintahan Daerah (Lembaran - Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 = Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 558’7)"}' BEIREE R
sebagaimana telah beberapa kali- dzubah i:erakhlr.f.-_f- FR
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang’
Cipta Kerja (Lembaran Nega"ra Repubhk Indonesmffjf;jﬁ
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negm‘a_'._ SRESS

Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang:_}}-_ ;:_3'
Pengelolaan Keuargan Daerah (Lembaran Negara - -
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan" S

Lembaran Negara Republik Indonesia Ne::amor 6322)

8. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor ’77 Tahun: 2020 -
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan: Keuanﬂan Daerah-‘f._ Sl
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor*

1781);

9. Peraturan Daerah Nomor .5 Tahun 2020 tentangf-_-'f;'- e
Pengelolaan Keuangan. Daerah (Lembaran Daerah. =
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nemm By
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Bara‘c._.;: e

Nomor 3);

10. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tah'un" 202 1 tentang ;
Tata Cara Pemberian dan Pertanggung;awaban Banman A B
Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemermtah Sl e

Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Lamnya B
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Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Dalam Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/ Pememntah Daerah;

Lainnya, diubah sebagai berikut :

1.

Diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat ya};:m ayat o
(6a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: :

~ Pasal 19

Pembayaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 18 :
ayat (1) dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, dengan ketentuan se‘bagai T

berikut :

a. Tahap I disalurkan setelah Bupati/Walikota Penerima . Bantuan L

Keuangan menyampaikan dokumen kepada Gubemur cq Kepala SKPD L

selaku SKPKD, berupa : :
1. Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berjalan,

2. Laporan Realisasi Penyel apan Penggunaan Dana Bantuan Keuaﬂgan e

Tahun Anggaran Sebelumnya; dan

3. Rekapitulasi Surat Perintah Pencairan Dana. (SPQD) atas Reahsas1 |

Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran Sebelumﬁya

b. Tahap Il disalurkan setelah Gubernur cq Kepala SKPD selaku. SK?KD : _ 
menerima laporan realisasi penyerapan taliap 1 minimal . sebesar 80%'_?._-_:_;_-_ Loy

(delapan puluh persen) dari dana yang telah ditrarvsfer di- RKUD

Penyaluran bantuan keuaﬂgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

a. Tahap I Sebesar 60% (Enam puluh persen) dari tota} pagu alokasz, dan o e

b. Tahap II Sebesar 40% (Empat puluh persen) dari totai pagu alokas;

Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Ixeuangan tahun ;'
anggaran sebelumnya belum disampaikan  sampai . ‘dengan: batas akhir -
penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; maka Baﬁtuan'if S

Keuangan tahun anggaran berjalan tidak disalurkan.- I R
Laporan realisasi penyerapan bantuan kelangan tahap T sebagazmanaf '

dimaksud pada ayat 1 huruf b diterima Gubernur cq Kepaia SKPD selaku .
SKPKD paling lambat minggu kedua bulan- Oktober tahun anggaxan'f_}

berjalan.

Dalam hal laporan realisasi penyerapan Bantuan Keuangan tahap I belum : s
diterima sampai dengan batas akhir penyaluran. sebaga;ma:na dimaksud T

pada ayat (4}, maka Bantuan Keuangan tahap Il tidak disalurkan. -

Dalam hal Bantuan Keuangan tahap Il tidak disalurkan sebageu alabat_;:_. SR
terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5); maka oo
pendanaan dan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada’ p1hak-=§'.'_-__ U
ketiga atas pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan menjadi. tanggung;f"--_-"- S
jawab Pemerintah Kabupaten /Kota/ Pemermtah Daer ah lamnya penerlma A

Bantuan Keuangan.

Dalam keadaan mendesak dan/atau kondisi darurat penya}uran Bantua_n e
Keuangan dapat dilaksanakan tanpa melalui 2 (dua) tahap se’baga;mana el
dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat permintaan bantuan =~
untuk kebutuhan mendesak dan/atau darurat dam Bupatl/Wahkota:i e

Penerima Bantuan Keuangan kepada Gubernur.
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(7)  Dalam hal bantuan keuangan telah disalurkan dan tidak diliksanakan )
maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah lainnya wajib
mengembalikan dana bantuan keuangan yang tidak terealisasi ke Rekening
Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat,

(8) Dalam hal output kegiatan belum tercapai dan masih terdapat sisa
Bantuan Keuangan di RKUD sampai dengan tahun anggaran berakhir,
maka Pemerintah Kabupaten/Kota/Pemerintah Daerah Jainnya  wajib
mengembalikan sisa dana Bantuan Keuangan yang tidak terealisasi ke
Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

(9) Dalam hal masih terdapat sisa dana hasil lelang (tender), maka dana
tersebut diberikan ke Kabupaten/Kota penerima Bantuan Keuangan untuk
dipergunakan sebagai dana penunjang pembangunan daerah.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Perat'ura'n S
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan -
Barat. ST e

Ditetapkan di Pontianalk

pada tanggal & July @ Ly
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Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 4 |
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